PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 70 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN KETI GA ATAS
KEPUTUSAN PRESI DEN NOMCR 80 TAHUN 2003
TENTANG PEDOVAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG JASA PEMER NTAH

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG VAHA ESA
PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang :

a.

Mengi
1.

2.

bahwa berdasarkan Peraturan Penerintah Pengganti Uhdang- Undang
Republ i k I ndonesia Nonor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi W|1 ayah dan Kehi dupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh
DCarussal am (NAD) dan Kepulauan N as Provinsi Sunatera Wara, Badan
Pel aksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi WIayah dan Kehi dupan
Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan N as Provinsi Sumatera Uara
bertugas nel aksanakan kegi at an pengadaan barang/j asa sesuai perat uran
per undang- undangan yang ber | aku;

bahwa untuk nenperlancar pel aksanaan tugas Badan Pel aksana
Rehabi litasi dan Rekonstruksi WIlayah dan Kehidupan Masyar akat
Provinsi NAD dan Kepulauan N as Provinsi Sumatera Wara, khususnya
dal am nel aksanakan kegi at an pengadaan barang/jasa untuk rehabilitasi
dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepul auan N as Wara, di pandang
perlu nenyesuai kan Keputusan Presiden Nonor 80 Tahun 2003 tentang
Pedonan Pel aksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Penerintah dengan kondi si
yang ada, agar pel aksanaannya dapat dilakukan dengan cepat, efektif
dan efisien dengan tetap berpegang pada prinsip persaingan sehat,
transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi senua pi hak serta
akunt abel ;

bahwa berdasarkan pertinbangan tersebut pada huruf a dan huruf b,
dipandang perlu nenetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Presiden Nonor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pel aksanaan Pengadaan Bar ang/ Jasa Peneri nt ah;

ngat :

Pasal 4 ayat (1) Unhdang-hdang Dasar Negara Republik |ndonesia Tahun
1945,

Undang- Uhdang Nonor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 47, Tanbahan Lenbaran
Negar a Republ i k 1 ndonesi a Nonor 4286) ;

Undang-Uhdang Normor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 5, Tanbahan
Lenbar an Negara Republ i k 1 ndonesi a Nonor 4355);

Undang- Uhdang Noror 15 Tahun 2004 tentang Peneri ksaan Pengel ol aan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lenbaran Negara Republik |ndonesi a
Tahun 2004 Nonor 66, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia
Nornor  4400) ;

Perat uran Penerintah Pengganti Unhdang- Lhdang Republ i k | ndonesi a Noror
2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi clan Rekonstruksi WI| ayah dan
Kehi dupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan
Kepul auan N as Provinsi Sunatera Wara;



6. Peraturan Presiden Nonor 34 Tahun 2005 tentang Penbentukan Badan
Rehabi litasi dan Rekonstruksi WIlayah dan Kehidupan Masyar akat
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan N as Provinsi
Sunatera Wara,

7. Keput usan Presiden Republik Indonesia Nonmor 80 Tahun 2003 tentang
Pedorman Pel aksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Penerintah (Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesia Tahun 2003 Normor 120, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k 1 ndonesi a Nonor 4430) sebagai nrana tel ah beberapa kal i di ubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nonor 32 Tahun 2005 (Lenbaran
Negara Republ i k I ndonesi a Tahun 2005 Nonor 36);

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :
PERATURAN PRESI DEN TENTANG PERUBAHAN KETI GA ATAS KEPUTUSAN PRESI DEN NOMCR
80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOVAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA PEMER NTAH

Pasal |

Beberapa ketentuan dal am Keputusan Presiden Nonor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pel aksanaan Pengadaan Barang/Jasa Penerintah (Lenbaran Negara
Republ i k 1 ndonesi a Tahun 2003 Nonor 120, Tanbahan Lenbaran Negara Republ ik
I ndonesia Nonor 4330) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nonor 32 Tahun 2005 (Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Tahun 2005 Noror 36), di ubah sebagai beri kut:

1. Dantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat,
yakni ayat (3a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

(1) Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan
nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lina pul uhjuta rupi ah).

(2) Wtuk pengadaan sanpai dengan nilai Ro 50.000.000,00 (lina
pul uh juta rupi ah) dapat dil aksanakan ol eh panitia atau pej abat
pengadaan.

(3) Anggota panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik
dari instansi sendiri nmaupun instansi teknis |ainnya.

(3a) Dalam hal pengadaan barang/jasa dil akukan ol eh Badan Pel aksana
Rehabi litasi dan Rekonstruksi WIayah dan Kehi dupan Masyar akat
Provinsi Nanggroe Aceh Darussal am dan Kepul auan N as Provinsi
Sunatera Wara, anggota panitia pengadaan berasal dari
instansinya sendiri atau instansi teknis Penerintah, dan dapat
nenyertakan pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan
Pel aksana.

(4) Panitialpejabat pengadaan sebagai nana di maksud pada ayat (1)
dan ayat (2) di atas harus nenenuhi persyaratan sebagai beri kut

a. nmemliki integritas noral, disiplin dan tanggung jawab
dal am nel aksanakan t ugas;

b. nemaham kesel ur uhan pekerjaan yang akan di adakan;

C nenaham jenis pekerjaan tertentu yang nenjadi tugas

pani ti a/ pej abat pengadaan yang ber sangkut an;
d. nenaham isi  dokunen pengadaan/ netode dan prosedur



(9)

(6)

(7)

(8)

pengadaan ber dasar kan Keput usan Presiden ini;

e. tidak nenpunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang
nengangkat dan nenet apkannya sebagai paniti a/ pej abat
pengadaan;

f. nem |l i ki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa
pener i nt ah.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia/pej abat pengadaan

nel i puti sebagai berikut :

a. nenyusun jadwal dan nenetapkan cara pel aksanaan serta
| okasi pengadaan;

b. nenyusun dan nenyi apkan harga perkiraan sendiri (HPS);

C. nenyi apkan dokunen pengadaan;

d. nengumunkan pengadaan barang/j asa nel al ui nedi a cetak dan
papan pengunuman resm untuk penerangan unum dan jika
nenungki nkan nel al ui nmedi a el ektronik;

e. nenilai kualifikasi penyedia nelalui pascakualifikasi
atau prakual ifikasi;

f. nel akukan eval uasi terhadap penawaran yang nasuk;

g. nengusul kan cal on penenang;

h. nenbuat |aporan nengenai proses dan hasil pengadaan

kepada pengguna bar ang/|j asa;
i nenandat angani  pakta integritas sebelum pel aksanaan
pengadaan barang/j asa di mul ai .
Panitia berjumah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3
(tiga) orang yang nenmaham tata cara pengadaan, substansi
pekerjaan/ kegi atan yang bersangkutan dan bidang lain yang
di perlukan, baik dari unsur-unsur di dalam nmaupun dari |uar
i nstansi yang ber sangkut an.
pej abat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang nenaham tata cara
pengadaan, substansi pekerjaan/kegi atan yang bersangkutan dan
bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam
nmaupun dari luar instansi yang ber sangkut an.
D | arang duduk sebagai panitia/ pej abat pengadaan :
a. pengguna bar ang/j asa dan bendahar anan;
b. pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan penbangunan
(BPKP)/ I nspektorat jenderal Departenen/lnspektorat U ana
Lenbaga Penerintah Non Departenen/ Badan Pengawas Daerah

Pr opi nsi / Kabupat en/ Kot a, Pengawasan | nt er nal
Bl / BHW BUW BUMD kecual i nenj adi pani ti a/ pej abat
pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang di but uhkan
I nst ansi nya. "

Ketentuan Pasal 30 ayat (8) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 30
ber bunyi sebagai beri kut :

(1)

"Pasal 30
Kontrak pengadaan barang/jasa di bedakan atas :
a. ber dasar kan bent uk i nbal an :
1) | unp sum

2) harga sat uan;

3) gabungan | unp sumdan harga sat uan;
4) tering adi (turn key);

5) per sent ase.



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)
(8)

(9)

(10)

b. ber dasar kan j angka wakt u pel aksanaan:

1) tahun tunggal ;

2) t ahun j anak.
C. ber dasar kanj um ah pengguna bar ang/ j asa:

1) kontrak pengadaan tunggal ;

2) kontrak pengadaan ber sana.
Kontrak lunp sum adal ah kontrak pengadaan barang/jasa atas
penyel esai an seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu,
dengan junmtah harga yang pasti dan tetap, dan senua risi ko yang
mungki n terjadi dal am proses penyel esai an pekerjaan sepenuhnya
di tanggung ol eh penyedi a barang/j asa.
Kontrak harga satuan adal ah kontrak pengadaan barang/jasa atas
penyel esai an sel uruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu,
berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap
sat uan/ unsur pekerj aan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang
volune pekerjaannya nasih Dbersifat perkiraan senentara,
sedangkan penbayarannya didasarkan pada hasil pengukuran
bersama atas volune pekerjaan yang benar-benar telah
di | aksanakan ol eh penyedi a barang/ | asa.
Kontrak gabungan |unp sum dan harga satuan adal ah kontrak yang
nerupakan gabungan lunp sum dan harga satuan dalam satu
pekerj aan yang di perj anj i kan.
Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa
penborongan atau penyel esai an sel uruh pekerjaan dal am batas
waktu tertentu dengan jumah harga pasti dan tetap sanpai
sel uruh bangunan/ konstruksi, peralatan dan jaringan utana
nmaupun penunj angnya dapat berfungsi dengan bai k sesuai dengan
kriteria kinerja yang tel ah ditetapkan.
Kontrak persentase adal ah kontrak pel aksanaan jasa konsul t ansi
di bidang konstruksi atau pekerjaan penborongan tertentu,
dimana konsultan yang bersangkutan nenerina inbalan jasa
berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik
konst r uksi / penbor ongan t er sebut .
Kontrak tahun tunggal adal ah kontrak pel aksanaan pekerjaan yang
nengi kat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
Kontrak tahun jamak adal ah kontrak pel aksanaan pekerjaan yang
nengi kat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran yang dil akukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan
untuk pengadaan yang dibiayai APBN Qubernur untuk pengadaan
yang dibiayai APBD Provinsi, Bupati/Vélikota untuk pengadaan
yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pel aksana
Rehabi litasi dan Rekonstruksi WIayah dan Kehi dupan Masyar akat
Provinsi Nanggroe Aceh Darussal am dan Kepul auan N as Provinsi
Sunatera Wara untuk pengadaan yang di bi ayai APBN dal am r angka
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wlayah dan kehi dupan
nmasyar akat Provi nsi Nanggroe Aceh Darussal am dan Kepul auan N as
Provinsi Sunatera Uara.
Kontrak pengadaan tunggal adal ah kontrak antara satu unit kerja
atau satu proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk
nenyel esai kan pekerjaan tertentu dal amwaktu tertentu.
Kontrak pengadaan bersana adal ah kontrak antara beberapa unit
kerja atau beberapa proyek dengan penyedi a barang/jasa tertentu
untuk nenyel esai kan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu
sesuai dengan kegi atan bersama yang jelas dari nmasi ng- nasi ng



unit Kkerja dan pendanaan bersana yang dituangkan dal am
kesepakat an ber sanma. "

Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 37
ber bunyi sebagai beri kut :

"Pasal 37

(D la terjadi keterlanbatan penyel esai an pekerjaan akibat dari
kel al aian penyedia barang/jasa, sebagaimana diatur dalam
kontrak, naka penyedi a barang/jasa yang bersangkutan di kenakan
denda ket erl anbat an sekurang- kurangnya 1 0/ 00 (satu perseri bu)
per hari dari nilai kontrak.

(2 la terjadi keterl anbatan  pekerjaan/ penbayaran  karena
senat a- nat a kesal ahan at au kel al ai an pengguna barang/j asa, naka
pengguna barang/j asa nenbayar kerugi an yang dit anggung penyedi a
barang/ jasa akibat keterlanbatan dinaksud, yang besarnya
ditetapkan dalam kontrak  sesuai ketentuan  peraturan
per undang- undangan yang ber | aku.

(3) Konsultan perencana yang tidak cermat dan nengaki bat kan
kerugi an pengguna barang/jasa di kenakan sanksi berupa keharusan
nenyusun kenbal i perencanaan dengan beban bi aya dari konsultan
yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.

Penj el asan Pasal 17 ayat (5) diubah, sehingga kesel uruhan Penj el asan
Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 17
Ayat (1)
Qukup j el as

Ayat (2)
Pengunuman pemlihan penyedia barang/jasa harus dapat
nenberi kan informasi secara |uas kepada nasyarakat dunia
usaha bai k pengusaha daerah setenpat naupun pengusaha
daer ah | ai nnya.

Ayat (3)
Qukup j el as

Ayat (4)
Qukup j el as

Ayat (5)

Yang di naksud dal am keadaan tertentu adal ah:

a. penanganan  dar ur at untuk  pertahanan  negara,
keananan dan kesel anat an nasyar akat yang
pel aksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau
harus dil akukan segera, termasuk penanganan dar urat
aki bat bencana al am dan/atau

b. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang nenyangkut
pertahanan dan keanmanan negara yang ditetapkan ol eh
Presi den; dan/ at au

C. pekerjaan yang berskal a kecil dengan nilai naksi num



f.

Ro 50.000.000, A (lima puluh juta rupiah), dengan

ket ent uan:

1) unt uk keperluan sendiri; dan/atau

2) t eknol ogi seder hana; dan/ at au

3) ri siko kecil; dan/atau

4) di | aksanakan ol eh penyedi a barang/jasa usaha
orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil
termasuk koperasi kecil .

pekerjaan yang hanya dapat dilakukan ol en pemegang

hak paten atau pihak yang telah nendapat ijin;

dan/ at au

pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian

logistik pemlihan Kepala Daerah dan Vékil Kepal a

Daerah yang penanganannya nenerlukan pel aksanaan

secara cepat dal am rangka penyel enggaraan pem|ihan

Kepala Dmerah dan Veékil Kepala Daerah yang

di sel enggarakan sanpai dengan bulan Juli 2005

ber dasar kan perat uran perundang- undangan. Pekerj aan

sebagai nrana dinaksud dalam huruf e neliputi

pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu

pemlih beserta  perl engkapan lainnya  untuk

pel aksanaan pemlihan Kepala Daerah dan VékKil

Kepal a Daerah; dan/atau

pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya

nener | ukan pel aksanaan secara cepat dal am rangka
rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam dan Kepulauan Nas Provinsi
Sunatera Wara yang dilaksanakan oleh Badan
Rehabi litasi dan Rekonstruksi WIayah dan Kehi dupan
Masyar akat Provi nsi NAD dan Kepul auan N as Provinsi
Sunatera Wara.

Pekerj aan sebagai nana di maksud dal am huruf f neliputi:

1.

peker | aan pengadaan per unahan, yang wakt u
pel aksanaan pengadaannya dil akukan sebelum 1 Juli
2006;

pekerjaan yang dilakukan dalam rangka neneruskan
peker | aan pengadaan per unahan yang tidak
di | aksanakan oleh penberi hibah sesuai dengan
tenggat waktu yang telah ditetapkan ol eh Badan
Rehabi litasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian
pekerj aannya perlu dil aksanakan secara cepat paling
lama 1 (satu) tahun setelah penberi hibah tidak
nanpu nel aksanakan kewaj i bannya.

Yang di naksud dal am keadaan khusus adal ah:

a.

b.

pekerjaan berdasarkan tarif resm yang ditetapkan
penerint ah; atau

pekerjaan/barang spesifik yang hanya  dapat
dil aksanakan oleh satu penyedia barang/jasa,
pabri kan, penegang hak paten; atau

nerupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi
kecil atau pengrajin industri kecil yang telah
nenpunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
pekerjaan yang konpleks yang hanya  dapat



5.

Penj el asan Pasal

di | aksanakan dengan penggunaan teknologi khusus
dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang
nmanpu nengapl i kasi kannya. "

22 ayat (5) diubah, sehinga kesel uruhan penjel asan

Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 22

Ayat (1)
Qukup j el as

Ayat (2)
Pengunuman pemlihan penyedia jasa konsultansi harus
dapat nenberikan informasi kepada nasyarakat | uas,
terutama penyedia jasa konsultansi baik dari daerah
set enpat nmaupun dari daerah | ai nnya.

Ayat (3)
Qukup j el as

Ayat (4)
Qukup j el as

Ayat (5)

Yang di maksud dal am keadaan tertentu dan keadaan khusus
dal amayat ini adal ah:

a.

0o

penanganan  dar ur at untuk  pertahanan  negara,
keananan dan kesel anat an nasyar akat yang
pel aksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus
di | akukan segera; dan/atau

penyedi a jasa tunggal ; dan/atau

pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang nenyangkut
pert ahanan dan keanmanan negara yang ditetapkan ol eh
Presi den; dan/ atau

pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan:
untuk keperluan sendiri, nenpunyai risiko kecil,
nenggunakan teknol ogi sederhana, dil aksanakan ol eh
penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan
usaha kecil, dan/atau bernilai sanpai dengan Ro
50. 000. 000, 00 (lirma pul uhjuta rupi ah); dan/atau
pekerjaan yang hanya dapat dilakukan ol en pemegang
hak paten atau pihak yang telah nendapat ijin;
dan/ at au

pekerjaan yang nenerl ukan penyel esai an secara cepat
dal am rangka pengenbalian kekayaan negara yang
penanganannya dil akukan secara khusus berdasarkan
per at uran per undang- undangan.

Pekerj aan sebagai rana di maksud pada huruf f adal ah
pekeljaan vyang dilakukan untuk nenyel esai kan
pekerjaan yang diserahkan kepada Penerintah ol eh
badan khusus yang di bentuk dal am rangka penyehatan
per bankan sebagai mana di maksud dal am Uhdang- Undang
Nonmor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai nana



6. Lanpiran | Bab |

tel ah diubah dengan Uhdang-Undang Nonor 10 Tahun
1998, termasuk penilaian pertanggungj anaban badan
khusus di naksud; dan/atau

pekerjaan yang nenerl ukan penyel esai an secara cepat
dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepul auan
N as Provinsi Sumatera Wara yang dil aksanakan ol eh
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi WIayah dan
Kehi dupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepul auan
N as Provinsi Sumatera U ara.

Pekerj aan sebagai nana di nraksud dal am huruf g adal ah
pekerjaan desain dan perencanaan, yang waktu
pel aksanaan pengadaannya dil akukan sebelum 1 Juli
2006. "

huruf C 1.a.4) ditanbah, sehingga kesel uruhan angka

4) berbunyi sebagai berikut :

"4)  Penunj ukan

| angsung dapat dil aksanakan dalam hal nenenuhi

kriteria sebagai berikut :
a) Keadaan tertentu, yaitu:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

penanganan  dar ur at untuk  pertahanan  negara,

keananan dan kesel anat an nasyar akat yang

pel aksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau

harus dil akukan segera, termasuk penanganan dar urat

aki bat bencana al am dan/atau

pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang nenyangkut

pertahanan dan keanmanan negara yang ditetapkan ol eh

Presi den; dan/ atau

pekerjaan yang berskal a kecil dengan nilai naksi num

Ro 50.000.000, A (lima puluh juta rupiah), dengan

ket ent uan:

(a) untuk keperluan sendiri; dan/atau

(b)  teknol ogi sederhana; dan/atau

(c) risiko kecil; dan/atau

(d) dilaksanakan ol eh penyedia barang/jasa usaha
orang perseorangan dan/atau badan usaha keci |
termasuk koperasi kecil .

pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian

logistik pemlihan Kepala Daerah dan Vékil Kepal a

Daerah yang penanganannya nenerlukan pel aksanaan

secara cepat dal am rangka penyel enggaraan pem| i han

Kepala Dmerah dan Vékil Kepala Daerah yang

di sel enggarakan sanpai dengan bulan Juli 2005
ber dasar kan per at uran per undang- undangan; dan/ at au
pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang

penanganannya nenerl| ukan pel aksanaan secara cepat
dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepul auan
N as Provinsi Sumatera Wara yang dil aksanakan ol eh
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi WIayah dan
Kehi dupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepul auan
N as Provinsi Sumatera U ara.

Pekerjaan sebagai nana dimaksud dalam angka (5)



7. Lanpiran |

neliputi:

a. pekerjaan pengadaan perunahan, yang waktu
pel aksanaan pengadaannya dil akukan sebelum 1
Juli  2006;

b. pekerjaan yang dilakukan dalam rangka

nener uskan pekerjaan pengadaan perumahan yang

tidak dilaksanakan ol eh penberi hibah sesuai

dengan tenggat waektu yang telah ditetapkan

ol eh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang

penyel esai an pekerjaannya perlu dilaksanakan

secara cepat paling lama 1 (satu) tahun

setel ah penberi hibah tidak nanpu nel aksanakan

kewgj i bannya.

C. bar ang/j asa khusus, vyaitu:

(1) pekerjaan berdasarkan tarif resm yang
di t et apkan penerintah; atau

(2) pekerjaan/barang spesifik yang hanya
dapat dil aksanakar} oleh satu penyedi a
barang/jasa, pabrikan, penmegang hak

pat en; atau
(3) nerupakan hasil produksi usaha kecil
atau koperasi kecil atau pengrajin

industri  kecil vyang telah nenpunyai
pasar dan harga yang relatif stabil;
at au

(4) pekerjaan yang konpl eks yang hanya dapat
di | aksanakan dengan penggunaan teknol ogi
khusus dan/atau hanya ada satu penyedi a
barang/j asa yang nanpu
nengapl i kasi kannya. "

Bab | huruf C 1.b.4) ditanbah, sehingga kesel uruhan angka

4) berbunyi sebagai berikut:

"4

Penunj ukan | angsung dapat dilaksanakan dalam hal rnenenuhi
kriteria sebagai berikut:

a.

0o

penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan
kesel anatan nasyarakat yang pel aksanaan pekerjaannya
tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau
penyedi a jasa tunggal ; dan/atau

pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang nenyangkut
pertahanan dan keanmanan negara yang ditetapkan ol eh
Presi den; dan/ atau

yang berskala kecil dengan ketentuan: untuk keperluan
sendiri, nenpunyai risiko kecil, nenggunakan teknol ogi
sederhana, dilaksanakan ol eh penyedia jasa usaha orang
perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai
sanpai dengan Rp 50.000.000,00 (linma puluh juta rupiah);
dan/ at au

pekerjaan yang hanya dapat dilakukan ol eh penegang hak
paten atau pi hak yang tel ah nendapat ijin; dan/atau
pekerjaan yang nenerl| ukan penyel esai an secara cepat dal am
rangka pengenbal i an kekayaan negara yang penanganannya
di | akukan secara khusus ber dasar kan per at ur an



per undang- undangan; dan/ at au.

g. pekerj aan yang nener| ukan penyel esai an secara cepat dal am
rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam dan Kepulauan Nas Provinsi Sunmatera
Uara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wl ayah clan Kehi dupan Masyarakat Provinsi
NAD dan Kepulauan N as Provinsi Sunatera Wara, yaitu
pekerjaan desain dan perencanaan, yang waktu pel aksanaan
pengadaannya di | akukan sebel um1 Juli 2006."

Pasal |1
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Novenber 2005
PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
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